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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Akad dalam Hukum Perikatan Syariah 

1. Pengertian Akad 

Di dalam istilah al–Qur’an kita diperkenalkan dengan kata al-‘aqdu 

( ) yang jika diartikan dalam bahasa adalah akad, al \–‘ahdu ( ) yang 

berarti janji dan al–rabt}u ( ) yang berarti ikatan. Sebagai mana Allah 

SWT berfirman dalam QS. al–Maidah (5):1 sebagai berikut: 

َٰمِ إلَِّذ مَا يُتۡلَََٰ عَليَۡكُ  نعَۡ
َ
حِلذتۡ لكَُم بهَِيمَةُ ٱلۡۡ

ُ
ِۚ أ وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ مۡ يََٰٓ

َ يََۡكُمُ مَا يرُيِدُ  ٌۗ إنِذ ٱللَّذ نتُمۡ حُرُم 
َ
يۡدِ وَأ   ١غَيَۡۡ مُُلَِِِ ٱلصذ

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya1 

 

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi 

akadnya. Dalam terjemahan al-Qur’an cetakan Karya Toha Putra 

menterjemahkan ‘aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada 

Allah yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.2 Perintah 

memenuhi akad ini ditekankan langsung pada ayat pertama surat al–Maidah 

dan diikuti dengan ayat–ayat selanjutnya yang berkaitan dengan 

                                                           
1 Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Semarang: Karya Toha Putra, 

1998),199 
2 Ibid 
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penyempurnaan agama Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

pemenuhan dalam suatu akad. Menurut Fathurrahman Djamil dalam buku 

yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah, istilah verbintenis dalam KUH 

Perdata dapat disamakan dengan istilah al–‘aqdu.3 

Adapun istilah perjanjian atau overseen-komst juga dapat disamakan 

dengan istilah al–‘ahdu4 seperti yang terdapat dalam firman Allah pada QS. 

Ali Imran (3):76 sebagai berikut: 

َ يَُبُِّ ٱلمُۡتذقيَِن  وۡفَََٰ بعَِهۡدِهۦِ وَٱتذقَََٰ فإَنِذ ٱللَّذ
َ
ِۚ مَنۡ أ   ٧٦بلََََٰ

Artinya: 

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertakwa.5 

 

Dalam ayat ini Allah memperintahkan untuk menepati janji yang telah 

dibuat dan Allah menggolongkannya sebagaimana orang–orang yang 

bertaqwa. Hal ini berkaitan dengan suatu pernyataan dari seorang untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan menyangkut dengan 

patutnya perjanjian tersebut dilaksanakan. Janji kedua belah pihak yang 

dilaksanakan bersama inilah yang disebut dengan istilah al–‘aqdu atau dalam 

bahasa adalah akad.  

I>ja>b. dan qabu>l adalah dua kata yang mempunyai keterkaitan dengan 

perjanjian. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A dalam bukunya yang 

berjudul Hukum Perjanjian Syariah, Akad didefinisikan pertemuan i>ja>b. dan 

                                                           
3 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 247 -  

248 
4 ibid 
5 Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Semarang: Karya Toha Putra, 

1998), 109 
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qabu>l  sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.6 Dalam akad terjadi ketika 

penawaran diajukan oleh salah satu pihak, hal inilah yang disebut i>ja>b. 

Sedangkan ketika terjawab dengan persetujuan yang diberikan mitra akad 

sebagai suatu bentuk tanggapan dari penwaran tersebut itulah yang disebut 

qabu>l . Akad merupakan bentuk tindakan hukum dua pihak yang melakuan 

i>ja>b. dan qabu>l  untuk memperesentasikan kehendak masing–masing pihak 

seperti dalam akad wasiat, pernikahan, wakaf dan lain–lain. Akad tidak 

dapat dikatakan akad apabila terjadi merupakan tindakan dari dua pihak 

yang memberikan tawaran dan menerima tawaran. 

Apabila ditelisik lebih tegas lagi, ketika akad melahirkan suatu akibat 

hukum, tujuan yang dicapai adalah untuk mencapai hasil dari maksud 

bersama melalui pembuatan akad. Akibat hukum dari akad tersebut 

melahirkan perjanjian yang bersifat mengikat. Seperti yang terdapat pada 

Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata sebagai berikut:7 

1233. Tiap–tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik 

karena undang–undang. 

1234. Tiap–tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. 

Dari kedua penjelasan diatas, pada hakekatnya antara perikatan dan 

perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara 

                                                           
6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68 
7 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, (...:Rhedbook Publisher,2008), 284-285 
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pihak-pihak yang diikat di dalamnya, namun perikatan lebih luas dari 

perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya 

tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan. 

Yang membedakan diantara keduanya adalah perjanjian pada hakekatnya 

merupakan hasil kesepakatan para pihak jadi sumbernya merupakan yang 

benar-benar kebebasan pihak-pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian 

yang dipaparkan lebih jelas pada Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian jika 

dibandingkan dengan perikatan, selain mengikat karna adanya kesepakatan 

juga mengikat karena adanya kesepakatan juga mengikat karena diwajibkan 

oleh Undang-undang.  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 ayat (1), 

akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.8 

Menurut Gemala Dewi dalam buku Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia, perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan Hukum Islam dan 

KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, 

janji dengan pihak pertama terpisah dengan janji pihak kedua (merupakan 

dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, 

perjanjian para pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang 

kemudan menimbulkan perikatan diantara mereka.9 

Wa’ad secara etimologis mempunyai arti janji (perjanjian) sedangkan 

akad yaitu menyimpulkan (mengikatkan), mengadakan perjanjian dan 

                                                           
8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 15 
9 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2013), 53 
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kontrak.10 Menurut pendapat Adiwarman Karim, dalam bukunya yang 

berjudul Bank Islam, wa’ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada 

pihak lainnya yakni pihak yang memberi janji kewajiban untuk 

melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak 

memikul kewajiban apa–apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, term and 

condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well 

defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka 

sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.   

Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, 

yakni masing–masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka 

masing - masing yang telah disepakati dahulu. Dalam akad, term and 

condition-nya ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well defined). Bila 

pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang 

diterimanya lebih merupakan sanksi yang telah disepakati dalam akad. 11 

Dalam perspektif hukum positif (legal level), akad sama dengan 

perjanjian. Hal ini tentu berbeda dengan perspektif syariah.12 Pada hukum 

syariah, akad tidak selalu berupa perjanjian. Suatu akad dapat dikatakan 

sebagai perjanjian apabila ada kesepakatan antara pihak Bank syariah dengan 

Nasabah terjadi ketika kualitas, kuantias, harga objek transaksi serta waktu 

penyerahan tela diketahui. 

 

                                                           
10 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1 dan 2 
11 Adiwarzman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Depok: Rajawali Pers,2013), 

65 
12 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 80 
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2. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam 

Di dalam melakukan transaksi syariah, Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) BAB II Pasal 21 poin (a) sampai (m) dinyatakan 

bahwa akad dilakukan atas beberapa asas13: 

1. Ikhtiya>ri<(suka rela); setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, dan 

tidak ada unsur keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak 

lain. 

2. ‘Ama>nah(menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. 

3. Ih}tiya>t}i<(kehati–hatian);  setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 

4. Luzu>m(tidak berubah); setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas 

dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi 

atau maisi<r. 

5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik menipulasi dan 

merugikan slalah satu pihak. 

6. Taswi<yah(kesetaraan); para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara, dan mempuntai hak dan kewajiban yang 

seimbang. 

                                                           
13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 20 
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7. Transparasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para 

pihak secara terbuka. 

8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemempuan para 

pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan. 

9. Taisi<r(kemudahan); setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan kepada masing–masing  pihak untuk dapat melaksanakannya 

sesuai dengan kesepakatan. 

10. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, 

tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 

11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh 

hukum dan tidak haram. 

12. Al-h}urriyah (kebebasan berkontrak). 

13. Al-kita>bah (tertulis). 

3. Unsur–Unsur Akad 

Ketika ditarik dari definisinya, akad adalah pertalian antara i<ja>b. 

dan qabu>l  yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut diperoleh tiga unsur 

yang terkandung dalam akad yaitu;14 

1) Pertalian i>ja>b. dan qabu>l ; pernyataan kehendak dan 

pernyataan menerima kehendak ini harus ada dalam 

melaksanakan suatu perikatan. 

                                                           
14 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2013), 54 
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2) Dibenarkan oleh syara’; akad, tujuan akad dan pelaksanaan 

akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah. 

Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. 

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya; akad merupakan 

salah satu dari tindakan hukum atau yang disebut tas}arruf. 

Adanya akibat hukum terhadap objek hukum yang 

diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan 

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. 

Tas}arruf memiliki dua bentuk, yaitu: tas}arruf fi’li (perbuatan) 

dan tas}arruf qauli<  (perkataan).15 Tas}arruf fi’li adalah usaha 

yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti 

kegiatan mengelola atau mengatur. Sedangkan tas}arruf qauli< < 

adalah usaha yang keluar berupa lisan. Namun, tidak semua 

perkataan manusia digolongkan sebagai akad, tetapi 

merupakan suatu perbuatan hukum. tas}arruf qauli<  dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu: tas}arruf qauli<  aqdi dan tas}arruf 

qauli<  ghairu aqdi. tas}arruf qauli<  aqdi adalah sesuatu yang 

dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, 

yaitu dengan i>ja>b. dan qabu>l  yang melahirkan suatu perikatan 

diantara mereka. Sedangkan tas}arruf qauli<  ghairu aqdi adalah 

perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada unsur i>ja>b. 

                                                           
15 Ibid, 55 
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dan qabu>l . Perkataan ini dapat berupa pernyataan atau berupa 

perwujudan. 

 

4. Rukun dan Syarat akad 

Pendapat mengenai rukun perikatan atau yang sering disebut juga 

dengan rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan 

ahli fiqh. Mahdzab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya 

s}i<ghat al-‘aqd adapun syarat akad adalah al-‘a>qidain (subjek akad) dan 

mahallul ‘aqd (objek akad). begitu pula dengan Mahdzab Syafi’i, 

Maliki, dan Imam Ghazali termasuk juga Shihab al-Kaeakhi, bahwa 

al-‘a>qidain dan mahallul ‘aqd adalah termasuk rukun akad karna 

keduanya merupakan salah satu pilar dalam tegaknya akad.16 

Syarat dalam pelaksanaan akad ini yaitu (1) adanya kepemilikan 

terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik 

                                                           
16 Ibid, 57 

Unsur Akad

pertalian i<ja>b dan 
qabu>l

dibenarkan oleh 
syara'

mempunyai akibat hukum terhadap 
objeknya (tas}arruf )

perbuatan (tas}arruf fi’li) perkataan (tas}arruf qauli<)

tas}arruf qauli< aqdi 

tas}arruf qauli<  ghairu aqdi 
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secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa 

tersebut tidak terdapat hal orang lain.17 

5. Batalnya dan berakhirnya akad 

Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 

Selain hal itu apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir di 

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang dibenarkan oleh 

syara’. 

b. Dengan sebab adanya khiya>r, baik khiya>r rukyat, cacatm syarat atau 

majelis. 

c. Dengan sebab ‘iqa>lah, yaitu salah satu pihak dengan persetujuan 

pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang 

baru saja dilakukan. 

d. Karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

e. Karena telah habis jangka waktunya. 

f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. 

g. Karena sebab kematian pihak yang bersangkutan. 

B. Akad Wadi>’Ah dan Praktiknya dalam Perbankan Syariah 

1. Pengertian Akad Wadi>’ah 

Wadi>’ah berasal dari kata al-wad’ yang memiliki arti 

meninggalkan, sedangkan menurut bahasa al-wadi>’ah ialah 

sesuatu yang diletakkan ditempat orang untuk dijaga. Adapun 

                                                           
17 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54 
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dalam definisi syara’, kata wadi>’ah disebutkan untuk penitipan 

dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadi>’ah 

adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad 

penitipan ini adalah al-i>da>’ (penitipan) bukan wadi>’ah (barang 

titipan).18 Pengertian wadi>’ah dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 ayat 17, wadi>’ah. Adalah 

penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak 

penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.19 

Para ulama sepanjang masa juga berijma atas kebolehan akad 

penitipan ini. Hal ini karena orang–orang melakukannya, 

bahkan itu merupakan kebutuhan darurat.20 Kegiatan titip -

menitipkan barang ini bukanlah hal yang asing, bahkan 

kegiatan ini adalah bagian dari kebutuhan manusia sebagai 

makhluk sosial. 

2. Landasan Hukum Akad Wadi>’ah 

1) Al-Quran 

Surah al-Baqharah: 283: 

مِنَ 
َ
ۖٞ فإَنِۡ أ قۡبُوضَةٞ ْ كََتبِٗا فَرهََِٰنٞ مذ َٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تََِدُوا

وَإِن كُنتُمۡ عََلَ
ٌۥۗ وَلََّ  َ رَبذهُ مََٰنَتَهُۥ وَلۡۡتَذقِ ٱللَّذ

َ
ِي ٱؤۡتمُِنَ أ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فلَۡيُؤَدِِ ٱلَّذ

ٓۥ ءَاثمِٞ قلَۡ  َۚ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فإَنِذهُ هََٰدَةَ ْ ٱلشذ ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ تكَۡتُمُوا ٌۥۗ وَٱللَّذ بُهُ
 عَليِمٞ 

 

                                                           
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 566 
19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 17 
20 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 567 
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Artinya: 

Jika kamu dalam perjalanan (ber-mu’amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika yang 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 

Tuhannya, janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 

menyembunyukannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Surah an-Nisa: 58: 

هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنذاسِ 
َ
مََٰنََٰتِ إلَََِٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ إنِذ ٱللَّذ

ن تََۡكُمُواْ بٱِلۡ 
َ
َۢا أ َ كََنَ سَمِيعَ ا يعَظُِكُم بهِۦٌِٓۗ إنِذ ٱللَّذ َ نعِمِذ عَدۡلِِۚ إنِذ ٱللَّذ

 بصَِيٗۡا 
Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) bila menetapkan 

hukum diantara menusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

2) As-Sunnah 

Hadits Nabi Riwayat Abu Daud, Hakim dan Tirmizi 

Dari Abu Hurairahm diriwayatkan bahwa Rasulullah 

saw., bersabda: Sampaikanlah amanat kepada orang 

yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu 

mengkhianati orang–orang yang mengkhianatimu. 
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3) Fatwa DSN tentang Tabungan wadi>’ah 

Ketentuan wadi>’ah terdapat dalam fatwa DSN 

tentang Tabungan sebagai berikut: yaitu Fatwa DSN 

Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 poin ketiga tentang 

ketentuan umum tabungan berdasarkanwadi>’ah sebagai 

berikut:21 

a) Bersifat simpanan. 

b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau 

berdasarkan kesepakatan. 

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam 

bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela 

dari pihak Bank. 

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XV tentang 

Wadi>’ah 

a) Bagian pertama, Pasal 409 sampai 412 tentang 

rukun dan syarat wadi>’ah; 

b) Bagian kedua, Pasal 413 sampai 414 tentang macam 

akad wadi>’ah; 

c) Bagian ketiga, Pasal 415 sampai 422 tentang 

penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi>’ah; dan 

d) Bagian keempat, Pasal 424 sampai 429 tentang 

pengembalian objek wadi>’ah. 

                                                           
21 http:/dsnmui.or.id diakses pada tanggal 10 April 2017 
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5) Dasar dari Ijma’ 22 

Ulama sepakat diperbolehkkannya akad wadi>’ah 

karena ia adalah termasuk ibadah Sunnah. Dalam kitab 

Mubdi disebutkan: ijma’ dalam setiap masa 

memperbolehkan wadi>’ah. Dalam kitab Ishfah 

disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi>’ah termasuk 

ibadah Sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapat 

pahala. 

3. Macam-Macam Akad Wadi>’ah 

Secara umum wadi>’ah terdapat menjadi dua jenis, yaitu:23 

1. wadi>’ah yadd al-‘ama>nah atau yang biasa disebut Trustee 

Defostery. Dimana barang yang dititipkan tidak boleh 

dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan. Penerima 

titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas 

dan berkewajiban untuk mejaga barang yang dititipkan tanpa 

boleh mengambil manfaat dengan barang tersebut. Namun 

penerima titipan diperbolehkan untuk membeBankan biaya 

kepada yang menitipkan sebagai kompensasi, dalam perbankan 

aplikasi akad wadi>’ah yadd al-’amana>h ini adalah produk jasa 

penitipan atau safe deposit box. 

2. wadi>’ah yadd adh-d{ha>manah atau yang biasa disebut Guarante 

Depository. Dimana harta atau barang yang dititipkan boleh 

                                                           
22 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 283 
23 ibid, 283 
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dimanfaatkan oleh yang penerima titipan, sehingga barang dan 

harta tersebut tentu menghasilkan manfaat. Sekalipun 

demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk 

memberikan hasil manfaat kepada yang menitipkan barang 

tesebut (pemilik). Dunia perbankan mengaplikasikan dengan 

produk pendanaan Giro (Current Account) wadi>’ah dan 

Tabungan (Saving Account) wadi>’ah. 

Kedua jenis akad wadi>’ah tersebut diperkuat dengan adanya dasar 

hukum yang terdapat di Pasal 413 ayat (1), (2) dan (3) KHES. 

4. Rukun Akad Wadi>’ah dan Syarat-Syaratnya 

Menurut Pasal 409 KHES ayat (1) rukun  wadi>’ah terdiri 

atas Muwaddi/ penitip, Mustauda’/ penerima, Objek wadi>’ah/  

harta titipan; dan akad.24 akad tersebut dalam ayat (2) 

disebutkan dapat dinyatakan dalam lisan, tulisan atau isyarat. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah i>ja>b. dan qabu>l , 

yaitu, “Saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau “Jagalah 

barang ini untukku”, atau “Ambilah barang ini sebagai titipan 

padamu”, dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya.25 Hal 

itu dapat ditunjukan dengan qabu>l , bisa dengan lafal, misalnya 

“Saya menerimanya.” Bisa juga dengan suatu tindakan yang 

menunjukkan  hal itu, seperti ada orag yang meletakkan harta 

                                                           
24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 112 
25 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557 
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itu di tempat orang lain, lalu orang lain itu diam saja, maka 

diamnya orang kedua tersebut menepati posisi qabu>l .26 

Kemudian syarat–syarat akad wadi>’ah  diperjelas dalam 

pasal 410 yang berbunyi, para pihak yang melakukan akad 

wadi>’ah harus memiliki kecakapan hukum, dalam pasal 411 

yang berbunyi, objek wadi>’ah harus dapat dikuasai dan diserah–

terimakan. dan pasal 412 yang berbunyi muwaddi dan 

mustaudi’ dapat membatalkan akad wadi>’ah sesuai 

kesepakatan. Menurut jumhur ulama, dalam akad wadi>’ah 

disyaratkan pula seperti balig, berakal dan bisa mengatur dan 

membelajakan harta.27 

5. Konsekuaensi Hukum Akad Wadi>’ah 

Seperti halnya hukum sebab akibat yang terjadi secara 

natural, begitu juga lahirlah konsekuensi hukum akad wadi>’ah 

yaitu timbul kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya 

demi pemiliknya. Komitmen untuk menjaga titipan ini sebagai 

amanah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw., 

Artinya: 

Dan orang–orang muslim harus melaksanakan syarat–

syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang 

menghalalkan sesuatu yang haram atau yang 

mengharamkan yang halal. HR al-Hakim 

                                                           
26 Ibid, 557 
27 Ibid, 558 
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Dari hadits diatas dapat ditarik poin penting yaitu harus 

melaksanakan syarat–syarat yang mereka sepakati. Sehingga 

penerima titipan berkewajiban pula atas pemeliharaan barang 

dan harta yang dititipkan tersebut secara layak atau yang biasa 

menurut kebiasaan dan apabila dalam pemeliharaannya 

memerlukan biaya, seperti pada Pasal 421 ayat (1) KHES, 

penitip/pemilik titipan tersebutlah yang harus bertanggung 

jawab atas biaya tersebut. Maka dalam hal ini dapat dipahami 

bahwa apabila terjadi kerusakan pada benda tersebut, padahal 

sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan 

tidak wajib untuk menggantinya. Apabila kerusakan tersebut 

disebabkan oleh kelalaiannya, maka penerima titipan wajib 

menggantinya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar hukum 

KHES pada Pasal 420 ayat (2). 

6. Berakhirnya Akad Wadi>’ah 

Akad wadi>’ah berakhir dengan beberapa hal berikut ini:28 

1. Barang atau harta titipan diambil atau dikembalikan kepada 

pemiliknya, 

2. Kematian yang menitipkan barang atau orang yang dititipi, 

3. Hilangnya kesadaran atau gilanya salah satu pihak dalam akad, 

                                                           
28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572 
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4. Orang yang menitipkan dilarang membelanjakan harta (mahjur) 

karena kedunguan, atau orang yang dititipan dilarang 

membelanjakan karna bangrut. Hal ini adalah dalam rangka 

menjaga kemaslahatan keduanya. 

5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang 

lain misalnya dengan kegiatan jual beli, hibah, maupun yang 

lainnya. 

7. Praktik Akad Wadi>’ah dalam Perbankan Syariah 

Pertumbuhhan dan perkembangan dunia perbankan 

sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun 

dana atau yang biasa disebut funding. Bank syariah sebagai 

Bank yang memiliki prinsip khusus yang diharapkan dapat 

menjadi lembaga yang dapat menjadi jembatan atara para 

pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana. Salah satu penerapan 

penghimpunan dana masyarakat di Bank syariah adalah dengan 

menggunakan prinsip akad wadi>’ah yadd adh-d{a>manah pada 

produk tabungan wadi>’ah dan rekening giro. Seperti yang telah 

dipapakan pada pembahasan diatas tentang macam akad 

wadi>’ah, dalam wadi>’ah yadd adh-d{a>manah pihak yang dititipi 

dalam hal ini adalah Bank yang bertanggung jawab penuh atas 
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harta berupa tersebut dan boleh memanfaatkan atau 

menggelolanya. Ketentuan umum dari produk ini adalah:29 

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi 

hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak 

dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian. Bank 

dimungkinkan membrikan bonus kepada pemilik dana 

sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat 

namun tidak diperbolehkan untuk diperjanjikan didepan. 

2. Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang 

isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan 

persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, 

Bank dapat memeberikan buku cek, bilyet girom dan debit 

card. 

3. Terhadap pembukuan rekening ini Bank dapat mengenakan 

pengganti biaya adminitrasi untuk sekedar menutupi biaya 

yang benar–benar terjadi. 

4. Ketentuan–ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening 

giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

                                                           
29 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keunagan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 

108 


